BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan peneliti diatas, maka dapat
ditarik beberapa kesimpulan menurut peneliti, yakni sebagai berikut:

1. Penegakan hukum tindak pidana perjudian online di gorontalo mengenyampingkan
aturan atau undang-undang yang khusus dalam hal ini UU ITE, dengan
menggunakan aturan yang bersifat umum. Padahal, sesuai asas“lex specialis
derogat lex generali”, bahwasanya hukum yang bersifat khusus(“lex specialis™)
mengesampingkan hukum yang bersifat umum (“lexgeneralis™).! Sesuai Pasal 63
ayat (1) KUHP, menyatakan bahwa : “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu
aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka
hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Penegakan tindak pidana perjudian
online di Gorontalo dalam 12 kasus di tiga tahun terakhir diantaranya 2016 7
kasus, 2017 2 kasus dan 2018 3 kasus, di lakukan dengan instrument hukum Pasal
303 KUHP. UU ITE hanya membantu menjerat tersangka bahwa benar-benar
melakukan tindak pidana perjudian online.

2. Menurut peneliti faktor-faktor penghambat dalam pembuktian tindak pidana
perjudian online yaitu kelemahan dari kepolisian dibidang cybercrime yang

membuat masyarakat enggan untuk melaporkan adanya tindak pidana perjudian
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online di lingkungan masyarakat. Mengingat perjudian online sangat sulit untung
pembuktiannya maka dari itulah yang membuat masyarakat sangat sedikit yang
mau melaporkan tindakan perjudian online tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya peneliti akan mengemukakan
saran-saran terkait dengan penyusunan proposal skripsi ini sebagai bahan
pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan, yaitu :

1. Bahwa dalam proses penegakan hukum judionline penegakan hukum seharusnya
menggunakan instrumen hukum terbaru dengan tidak mengabaikan aturan yang
sudah ada sebelumnya, agar tersangka benar-benar dapat dipidana.

2. Hambatan dari masyarakat yang enggan untuk melaporkan serta pengetahuan
penegak hukum dibidang cybercrimeyang harus benar-benar diantisipasi oleh
penegak hukum, dengan bekerja sama yang baik dengan masyarakat serta para
penegak seharusnya menambah pengetahuan dibidang cybercrime hal ini perlu

dilakukan agar proses penegakan hukum benar-benar dapat diwujudkan.
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